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ABSTRACT 

 

 

SITI NURAIN OLII. E2119216. THE EFFECT OF PERFORMANCE 

SUPERVISION AND EVALUATION ON THE VILLAGE FINANCIAL 

MANAGEMENT (POHUWATO BARAT VILLAGE, MARISA DISTRICT, 

POHUWATO REGENCY) 

 

Performance supervision and evaluation are needed in the accountability of village 

financial management to minimize the misappropriation of village funds.  Both also 

help improve performance improvement. This study aims to find and analyze the 

effect of performance supervision and evaluation on the village financial 

management accountability in Pohuwato Village, Marisa District, Pohuwato 

Regency. The data processing by SPSS-16 obtains a t-count of 2,579.  It means that 

the performance supervision variable (b1) has a positive and significant effect on the 

accountability of village financial management in the village of Pohuwato, Marisa 

Subdistrict, Pohuwato District with a significance value of 0.035.   It is smaller than 

the significance value, namely 0.05 or 5% (0.035 < 0.05).  Performance evaluation 

variable (b2) has a positive and significant effect on the village financial 

management accountability in Pohuwato village, Marisa Subdistrict, Pohuwato 

district by a significance value of 0.010, which is smaller than the significance value, 

namely 0.05 or 5% (0.010 < 0.05). The relationship of supervision (b1) and 

performance evaluation (b2) with village financial management accountability in 

Pohuwato village, Marisa subdistrict, Pohuwato district by a value of 5.855 is 

significant. 

 

Keywords: supervision, performance evaluation, accountability 
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ABSTRAK 

SITI NURAIN OLII. E2119216. “PENGARUH PENGAWASAN DAN 

EVALUASI KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  

(DESA POHUWATO BARAT KECAMATAN MARISA KABUPATEN 

POHUWATO).” 

 

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa agar dapat meminimalkan terjadinya penyelewengan dana desa  dan 

adanya upaya-upaya perbaikan peningkatan kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan dan evaluasi kinerja 

terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pohuwato 

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan 

menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,579. artinya bahwa 

variabel pengawasan (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih 

kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,035 < 0,05). Variabel 

evaluasi kinerja (b2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggunjawaban 

pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari taraf 

signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,010 < 0,05). Sedangkan hubungan 

antara pengawasan (b1) dan evaluasi kinerja (b2) terhadap pertanggunjawaban 

pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato sebesar 5,855 adalah signifikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang    

         Menurut Muindro (2013:121), Ada tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan 

good governance adalah transparan, akuntabel dan partisipasi. Menurutnya, akuntabel 

adalah merupakan pertanggungjjawaban pemerintah dalam hal ini aparaturnya atas 

respon aktivitasnya, pertama kepatda masyarakat dan yang kedua lokasi aktivitasnya.  

Dalam perkembangan desa dari segala wujud sehingga perlu adanya perlindungan 

dan pemberdyaan agar menjadi kokoh, berkembang, mandiri dan demokratos shingga 

dapat menjadi dasar yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahn dan 

pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.  

        Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa memberikan mandat kepada desa dalam menyelenggarakan 

pemerintahan berkewajiban untuk mengelola dan mempertanggungawabkan laporan 

keuangannya. Juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri telah ddimuat tata kelola 

keuangan desa yang diawali dari fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase 

penatausahaan, fase bpelaporan dan pertanggunjawaban.    

        Prinsip akuntabilitas dan transparansi mekanisme tata kelola keuangan desa yang 

diawali dari fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase penatausahaan, fase bpelaporan 

dan pertanggunjawaban yang harus dilakukan sebaik mungkin dalam bentuk 

pertanggungjawaban., karena dengan pertanggungjawaban yang berkualitas pada 
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mekanismen tata kelola keuangan desa menjadi harapan pemerintah desa kepada 

masyarakat dalam peningkatan kepercayaannya shingga tercipta hubungan yang 

harmonis anatar kedua belah pihak tersebut. Demikian pula halnya dalam 

pertanggungjawaban yang berkualitas memerlukan trnasparansi sebagai penyeimbang 

dalam hal keperluan akan rahasia organisasi maupun informasi yang berpengaruh 

terhadap hak setiap masyarakat.  

        Menurut Wiguna, et all (2015), bahwa pengawasan diperlukan dalam 

mekanisme tata kelola keuangan desa yang dilaksanakan oleh pihak-pihak internal 

maupun eksternal. Keberadaan pengawasan yang diselenggarakan oleh stiap desa , 

maka desa diharapkan mampu menyelenggarakan Tupoksi desa serta dapat 

meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau fraud.  

       Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini mewajibkan pemerintah desa untuk 

mendapatkan pembinaan dan pengawasan agar mekanisme tata keloala keuangannya 

terkendali, transparan dan akuntabel. Pentingnya pengawasan yang bertujuan sebagai 

penilai terhadap dana yang dikelola oleh desa dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya 

dan bagaiman capaiannya. Demikian pula halnya dengan evaluasi yang tak kala 

pentingnya sebab denga adanya evaluasi berarti terdapat koreksi dan kritikan dalam 

pelaksanaan agenda pada tahun sebelumnya dan adanya perbaikan untuk tahun-tahun 

kedepannya serta kinerja dari agenda tersebut sudah sesuai dari rencana atau tidak.  

        Menurut Naimah (2016), bahwa terdapat beberapa kendala yang terjadi terhadap 

pertanggungjawaban mekanisme tata kelola keuangan desa adalah sebagai berkut :  
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1. Terlambatnya pencairan kucuran dana desa dalam periode berikutnya yang 

dibabkan oleh lambannya aparat desa dalam penyusunan rencana Anggaran 

Belanja Desa yang menyebabkan pertanggungjawaban realisasi dalam 

penggunaan anggaran terlambat samapai ke Bupati.  

2. Dalam rencana anggaran belanja desa cenderung mengalami perubahan secara 

signifikan yang disebabkan oleh program desa dibuat pada saat pencairan 

anggaran  

3. Kualitas SDM yang dimiliki masi kurang memadai dalam kapasitas pengelolaan 

keuangan.  

4. Belum maksimalnya pengawasan baik secara preventif maupun reprsif dari 

pemerintah terkait maupun pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

5. Keikutsertaan masyarakat dalam program desa masi kurang aktif dalam hal 

peningkatan kesejahteraan pembangunan desa, padahal dalam pencapaian cita-

cita bangsa itu diperlukan adanya partisipasi, dukungan seta kerjasama 

masyarakat dan pemerintah desa.   

        Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : “Pengaruh 

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Desa (Desa Pohuwato Barat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).” 
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1.2. Rumusan Masalah  

        Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pengawasan Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan Desa ? 

2. Apakah Evaluasi Kinerja Berpengaruh Secara Parsial Terhadap 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ? 

3. Apakah Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Berpengaruh Secara Simultan 

Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ? 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

        Dalam pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data mengenai 

pengaruh pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa (Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).  

1.3.2. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa (Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). 
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1.4. Manfaat Penelitian  

        Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian-

penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 

yang terkhusus dalam bidang pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal 

pengaruh pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Desa 

Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dalam pengambilan 

keputusan terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

3. Manfaat Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-teori 

ilmu manajemen, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh dari bangku kuliah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengawasan  

2.1.1. Pengertian Pengawasan 

        Pengertian pengawasan (Widodo, 2001 : 120 ),  bahwa merupakan proses usaha 

dalam pengamatan, penemuan tentang apakah suatu program yang diselenggarakan 

sudah memenuhi rencana yang diinginkan. Lain halnya dengan pendapat Sujamto 

(1996 :53), bahwa pengertian pengawasan adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan 

dalam pengetahuan dan penilaian sebagai wujud nyata tentang penyelenggaraan 

penugasan dan pengerjaan sesuatu program kerja yang telah memenuhi harapan atau 

tidak.  

        Jadi sebenarnya pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan adalah suatu 

proses kegiatan dalam menemukan fraud atau penyelewengan dan menindaklanjuti 

koreksian atas fraud dan penyelewengan tersebut yang dilaksanakan oleh suatu 

lembaga legislatif kepada eksekutif.  

        Adapun tujuan dari pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut : (Leonard 

dalam Situmorang, 1994:23).  

  



7 

 

1. Sebagai jaminan kekuasaan yang mendapat dukungan dan persetujuan masyarakat  

2. Sebagai pelindung hak asasi manusiadari tindakan penyalah gunaan wewenang 

yang dijamin dalam undang-undang. 

2.1.2. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Desa 

        Dalam hal pengawasan kontrol manajerial merupakan sebagai fungsu 

manajemen dalam suatu organisasi. Dimana fungsi tersebut sebagai hal yang harus 

pasti dilaksanakan untuk setiap jenis organisasi, sebab tanpa mengindahkan fungsi-

fungsi dari manajemen terutama fungsi pengawasan (controlling) akan membuahkan 

hasil atau mempengaruhi tercapainya capaian organisasi tersebut. 

        Likert dalam Sulistyorini (2004), bahwa dalam pengawasan berjalan dengan 

baik ketika terfokus pada penekanan berikut : 

a. Anatara atasan serta anggotanya telah memungkinkan perencanaan dan 

penilainnya menjadikan dasar informasi. 

b. Para atasan mengetahui betul standar yang digunakan dalam mengontrol. 

c. Merupakan alat penetapan penilaian kinerja anggotanya. 

d. Sebagai alat motivasi dalam membangkitkan kinerja bawahannya. 

e. Sebagai wadah komunikasi dalam pembicaraan perkembangan organisasi. 

        Pengawasan adalah aktivitas pihak luar dan dalam yang diselenggarakan yang 

bertujuan guna terjaminnya hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, apakah telah 

dilaksanakan sudah memenuhi rencana dan regulasi yang ada.  
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        Alat ukur (indikator-indikator) pengawasan menurut Likert dalam Sulistyorini 

(2004 : 81) adalah sebagai berikut: (1) adanya pengawasan dari pihak inernal yakni 

dari Inspektorat, (2) adanya pengawasan dari pihak internal yakni dari BPD, (3) 

adanya pengawasan dari pihak external yakni masyarakat desa tersebut. 

 

2.2. Evaluasi Kinerja  

        Dalam pencapaian perkembangan terhadap organisasi, dibutuhkan perubahan-

perubahan atau evaluasi kinerja yang tentunya dengan cara melakukan penilaian 

dalam pengukuran kinerja (Rai, 2008:21). Tujuan evaluasi kinerja adalah sebagai 

penilai berhasil tidaknya suatu organisasi, program dam kegiatan dalam 

penyimpangan antara kinerja aktual dan harapan kinerja. Ketika penyimpangan 

tersebut telah diketahui, maka sebagai langkah awal yang dilakukakan adalah  

perubahan dan pengembangan kinerja ke arah yang lebih baik.  

        Harapan masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan 

alasan utama pentingnya evaluasi kinerja. Penggunaan dana desa harus 

dipertanggungjawabkan apakah sudah memenuhi tujuan dari perencanaannya. Tujuan 

dari Evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :  

a. Terciptanya akuntabilitas publik.  

Dalam mengukur kinerja, dapat diketahui kebutuhan sumber daya secara eektif 

dan efisien, memenuhi tujuan yang ditetapkan sesuai dengan regualsi yang ada. 

b. Timbulnya capaian organisasi.  
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Untuk melihat capaian dan tujuan dari organisasi dibutuhkan evaluasi kinerja agar 

tidak menyimpang.  

c. Alat evaluasi dimasa yang akan datang.  

Untuk pencapaian tujuan jangka panjang organisasi dan perbaikan budaya kerja 

kedepannya peran evaluasi kinerja sangat penting.  

d. Penyediaan sarana aparat dalam pembayaran.  

Evaluasi kinerja aparat dapat diketahui apakah aparat tersebut sudah bekerja 

dengan baik atau tidak. Dalam hal pembelajatran aparat diperlukan evaluasi 

kinerja dalam mengembangkan kinerjanya dimasa yang akan datang dengan 

membandingkan kinerja masa lalu.  

e. Aparat termotvasi.  

Pemberian imbalan kepada aparat yang berprestasi merupakan hasil dari evaluasi 

sebagai alat motivasi aparat.  

        Indikator evaluasi kinerja menurut Rai (2008 : 76) adalah sebagai berikut: 

(1) evaluasi kinerja diguankan sebagai tingkat ketercapaian tujuan dalam suatu 

organisasi, (2) sebagai perbaikan dalam masa depan.  
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2.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

2.3.1. Pertanggungjawaban 

        Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, bahwa pertanggung 

jawaban adalah: 

1. Proses penyampaian pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 

pendapatan belanja desa, Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir 

tahun anggaran yang etrdiridari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Pertanggungjawaban ini  menjadi ketetapan desa yang dilampiri format-format 

berikut : 

a. Dokumen LPJ penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja desa tahun 

anggaran berkeaan.  

b. Dokumen LPJ aset milik desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan. 

c. Dokumen LPJ perencanaan kegiatan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

kepea pemerintah desa. 

2. LPJ realisasi penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja desa, minimal 1 

bulan penyampaiannya setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

2.3.2. Pengelolaan Keuangan Desa 

        Menurut peraturan mentri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2018, menyatakan bahwa Dalam hal mekanisme tata keloala keuangan desa  yang 

merupakan proses kegiatan merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan 
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keuangandesa merupakan hak dan kewajiban desa secara keseluruhan yang bernilai 

duit dan produk yang berkaitan dengan penyelenggaraan wewenang dan kekuasaan 

desa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pemindah bukuan dana desa 

dari pusat ke desa.  

        Adapun proses penyaluran dana desa dari pusat kedesa diantaranya: 

Pendistribusian dana desa diselenggarakan dengan cara pemindah bukuan dari 

rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang kemudian dipindah 

bukukan rekening desa yang digunakan dalam hal pembiayaan penyelenggaran 

pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 lalu kemudian dijelaskan 

lagi pada ayat berikutnya yang telah dilaksanakan paling lambat dalam mingggu ke 2 

bulan berjalan dari rekening umum negara ke rekening umum daerah yang paling 

lambat tujuh hari dari rekening umum daerah ke rekening desa untuk setiap tahapnya. 

 

        Menurut Naimah (2016 : 19) akuntabel adalah kewajiban dalam memberikan 

pertanggungawaban dengan cara terbuka, cepat, tepat kepada pihak stakeholder 

sedangkan pengelolaan merupkan proses kegiatan yang dimulai dari rencana, 

terlaksana, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan 

kewajiban dari aparat desa dalam menjalankan pengelolan keuangan desa dengan 

penuh tanggungjawab dengan meperhatikan konsep Good Governance.   

        Adapun indikator-indikator dalam pertangunggjawaban pengelolaan keuangan 

desa antara lain adalah : 
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1. Kemampuan dalam penyajian informasi pelaksanaan secara transparan, tepat, 

cepat, kepada stakeholder. 

2. Terlibatnya masyarakat dalam suatu proses mekanisme tatakelola keuangan desa.  

3. Kemampuan dalam menyusun tatakelola keuangan yang berorientasi pada 

kepentingan umum.  

4. Tercapainya pertanggungjawaban yang rasional. 

2.3.4. Indikaor Pengelolaan Keuangan Desa   

        Menurut Naimah (2016 : 19), Indikator-indikator  dalam pertanggungjawaban 

keuangan penyelenggaraan tatakelola keuangan desa adalah :   

a. Kemampuan dalam penyajian informasi pelaksanaan secara transparan, tepat, 

cepat ke pihak stakeholder.  

b. Partisipasi langsung masyarakat terhadap mekanisme tatakelola keuangan desa. 

c. Kemampaun dalam penyusunan laporan keuangan yang mengarah pada 

kepentingan publik. 

d. Menghasilkan pertanggungjawaban yang rasional. 

2.4. Kerangka Pikir 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa (Desa Pohuwato Barat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). 

Dalam penelitian ini kerangka pikir teoritis yang akan dikembangkan mengacu pada 
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kajian teori pada Bab II. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. : Skema Kerangka Pikir 

2.5. Hipotesis 

        Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis 

penelitian ini adalah : 

1. Pengawasan berpengaruh positif secara parsial terhadap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Evaluasi kinerja berpengaruh positif secara parsial terhadap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa. 

Pengawasan (X1) Evaluasi Kinerja (X2) 

Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 

 

Pengaruh Pengawasan dan Evaluasi Kinerja 

Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Desa Pohuwato  
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3. Pengawasan dan evaluasi kinerja berpengaruh positif secara simultan terhadap 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 
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BAB III 

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1. Obyek Penelitian 

        Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengawasan 

dan evaluasi kinerja terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

3.2. Metode Penelitian 

Untuk penulisan skripsi ini, penulis memakai tehnik deskritip yaitu dengan 

menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147). 

3.2.1. Desain Penelitian 

        Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang 

memberikan gambaran dengan menganalisis data penelitian berupa tabel, grafik yang 

berfungsi sebagai penjelasan hasil penelitian. 

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian 

        Operasional variabel penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan pada 

variabel-variabel yang diteliti beserta masing-masing indikatornya. Adapun variabel 
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dalam penelitian ini adalah : Pengawasan (X1),  Evaluasi kinerja (X2) dan 

Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa (Y). 

Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator-Indikator Skala 

Pertanggungjawaban 

Pengelolaan 

keuangan desa (Y) 

 

1. Transparan, cepat dan tepat 

2. Keterlibatan masyarakat 

3. Berorintasi publik 

4. Bersifat rasional 

Ordinal 

Pengawasan (X1) 1. Penawasan BPD 

2. Pengawasan inspektorat 

3. Pengawasan masyarakat 

Ordinal 

Evaluasi kinerja 

(X2) 

1. Pencapaian 

2. Perbaikan 

 

        Sumber : Naimah (2017), Likert (2004 : 75), & Rai (2008). 

3.2.3. Populasi Dan Sampel 

        Populasi dan sampel yang penulis gunakan yaitu Aparat Desa, BPD, Tokoh 

Pemuda, Karang Taruna serta masyarakat desa Pohuwato Barat yang lebih 

memahami tentang pertanggungjawaban keuangan desa berjumlah 30 orang. (Cohen, 

et al, 2007:101).  
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3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupaka langkah 

strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam 

pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Library Research 

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu 

dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan 

obyek yang diteliti. 

b. Field Research  

Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian dengan cara : 

1. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. 

2. Kuisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. 
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3.2.5. Metode Analisis Data 

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

        Pengujian validitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mlihat perbandingan 

nilai Correlated item-Total Correlation dengan nilai r table, untuk degree of freedom 

(df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan alpha = 0,05. Menurut Ghozali 

(2016:53) Jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

        Alat uji ini berfungsi sebagai pengukur variabel yang maksud lepas dari 

kegagalan hingga mencapai output yang konsisten walapupun dilakukan pengujian 

berulang-ulang. Output dari alat uji ini menggunakan program SPSS versi 16 akan 

mendapatkan conbach alpha. Menurut Ghozali (2016:48) suatu instrument dapat 

dikatakan reliabel (andal) bila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

        Untuk melihat pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa maka peneliti manggunakan analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat 

bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono 

(2014) persamaan regresi Berganda adalah sebagai berikut : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + € 

Dimana: 

Y  = Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

a   = Nilai Konstanta  

b1, b2,  = Koefisien variabel  

X1 = Pengawasan 

X2 = Evaluasi kinerja 

€ = Pengaruh Variabel Lain 

 

4. Uji t (Uji Parsial) 

       Uji t dapat dilakukan dengan cara melihat perbandingan antara nilai dua rata-rata 

denagn dua sampel. Dalam niali df berjumlah 2 atau lebih dengan nilai α = 5% atau 

0.005, maka H0 ditolak. Dalam perbandingan nilai t tabel, terdapat Ha yang 

menyatakan bahwa variabel bebas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap 

variabel terikat. (Ghozali, 2016:98-99). 

5. Uji F (Uji Simultan) 

      Jika nilai F > 4 maka H0 tidak diterima pada nilai α = 5% atau 0.005 atau terdapat 

hipotesis alternatif bahwa dari keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama  dan 

signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Ghozali (2016:98) menjeaskan 

bahwa, dalam uji F menunjukkan apakah seluruh variabel bebas yang telah 

dimasukkan ke dalam persamaan memiliki pengaruh secara serempak terhadap 

variabel terikat. H0 yang akan di uji apa parameternya sudah dipastikan nol.  
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6. Koefisien Determinasi (R²)  

       Menurut Ghozali (2016), bahwa variabel bebas yang menghampiri satu akan 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam setiap prediksi pariasi variabel 

terikat. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan pariasi 

variabel  terikat dapat dilakukan dengan uji Determinasi (R2). Angka tersebut antara 0 

dan 1, yang maknanya adalah nilai yang kecil menunukkan kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan hariabel sangat terbatas.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Pohuwato. 

        Desa Pohuwato merupakan salah satu Desa yang berada di ibukota Kabupaten 

Pohuwato yang terletak pada bagian selatan teluk Tomini yang berada diwilayah 

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Sejak awal 

terbentuknya desa Pohuwato pada tahun 1986 telah dihuni oleh masyarakat yang 

terdiri dari berbagai macam suku. Diantaranya adalah suku bugis, tionghoa, jawa dan 

gorontalo, namun secara mayoritas Desa ini dihuni oleh masyarakat gorontalo.  Nama 

desa Pohuwato sendiri berasal dari kata pilohuwata dan tolohuwata, pilohuwata pada 

tahun 1801 dikampung marisa dihuni oleh dua suku yaitu suku palapo dan suku 

gorontalo, pada waktu itu antara suku palapo dan suku gorontalo terjadi perselisihan 

paham dan mengakibatkan perang antara kedua suku, pada akhirnya suku palapo 

kalah dalam perang lalu melarikan diri untuk bersembunyi melalui Topi lo Pohuwato 

(Sungai lo Pohuwato) sehingga hal tersebut menjadi inspirasi bagi para penggagas 

pembentukan Desa agar Desa ini dapat dinamakan Desa Pohuwato.  

        Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten 

Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua 

kabupaten dan Desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. 
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Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2003 kabupaten Boalemo 

dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten 

Pohuwato. 

       Sejak mulai tahun 2007, desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah administrasi 

yakni desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan desa Pohuwato yang 

terletak di bagian barat yang hanya dibatasi dengan jalan sebagai perbatasan antara 

dua desa tersebut. Desa Pohuwato  sendiri terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Kramat, 

Dusun Andalas dan Dusun Bina Karya.  

2. Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Pohuwato 

NAMA-NAMA KEPALA DESA 

SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA POHUWATO 

No Periode Nama Kepala Desa   Lama Menjabat 

1 1986 – 1994 Yusuf Lahay 8 tahun 

2 1994 – 1999 Suwardi Kaluku 5 tahun 

3 1999 – 2004 Ibrahim Amana 5 tahun 

4 2004 – 2009 Suwardi Kaluku 5 tahun 

5 2009 – 2014 Sukardi Saleh 6 tahun 

6 2014 – 2016 Feriyal Bahar (Penjabat) 2 tahun 

7 2016 – Sekarang Sahrianto Lamapa,SE 
6 Tahun 
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3. Sejarah Pembangunan Desa 
 

No Pembangunan/Kegiatan Tahun Keterangan 

1 Pembangunan kantor desa 1986 Swadaya Masyarakat 

2 Pembangunan gedung SD  1969 Swadaya Masyarakat 

3 Pembangunan TK 1972 Hibah Abubakar Suwele 

4 Rumah Sehat 3 Dusun 2010 ADD 

5 Jalan Setapak Dusun Andalas 2010 ADD 

6 Jalan Setapak Dusun Kramat 2010 ADD 

7 Pembuatan Tanggul 2010 APBD Kab.Pohuwato 

8 Rehab TK Mutiara 2010 Dana PNPM 

9 MCK Dusun Binakarya 2010 Dana PNPM 

10 Jalan Setapak Binakarya 2010 Dana PNPM 

11 Rumah Sehat 2011 ADD 

12 Pembangunan Tk Paud KASIH IBU 2011 Dana PNPM 

13 Jalan Setapak 2011 Dana PNPM 

14 Rumah Sehat 3 Dusun 2012 ADD 

15 Pengaspalan Jalan 2012 APBN Prop. Gorontalo 

16 Pelebaran Jalan Pelabuhan 2012 APBN Prop. Gorontalo 

17 Rumah Sehat Dusun Kramat 2013 APBN Prop. Gorontalo 

18 Rumah Sehat 3 Dusun 2013 ADD 
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19 Perintisan Jalan Baru 2013 Dana PPIP 

20 Jembatan Titian 2013 APBD Kab.Pohuwato 

21 Jalan  2013 Dana PNPM 

22 Rumah sehat 2014 ADD 

23 Jalan Lingkar Pantai 2014 APBN Prop. Gorontalo 

24 Rumah Sehat 2015 ADD 

25 MCK 2015 APBN Prop. Gorontalo 

26 Pengaspalan Jalan 2015 APBN Prop. Gorontalo 

27 Perbaikan Jalan Kramat 2015 APBN Prop. Gorontalo 

28 Perbaikan Jalan Dusun Andalas 2015 APBN Prop. Gorontalo 

29 Perbaikan Jalan Dusun Andalas 2015 APBN Prop. Gorontalo 

30 Perbaikan Jalan Dusun Binakarya 2015 APBN Prop. Gorontalo 

31 
Pembangunan Drainase Dusun 

Andalas 
2015 APBN Prop. Gorontalo 

32 Jalan Setapak Dusun Kramat 2015 APBN Prop. Gorontalo 

33 Plat Deker Dusun Binakarya 2015 APBN Prop. Gorontalo 

34 Jamban Keluarga 30 Unit 2015 APBN Prop. Gorontalo 

35 Jamban Keluarga 30 Unit 2016 Dana Desa 

36 Rumah Layak Huni 2016 Dana Desa 

37 
Pembangunan Jalan di Kompleks 

Rumah Supriyanto Kiu 
2016 Dana Desa 
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38 
Pembangunan Jalan Paving Blok 

dan Plat Deker Dusun Kramat  
2017 Dana Desa 

39 
Pembangunan Jalan Paving Blok 

Dusun Andalas 
2017 Dana Desa 

40 
Pembangunan Jalan Paving Blok 

Dusun Binakarya 
2017 Dana Desa 

41 
Pembangunan Rumah Sehat 

Komunal 
2017 Dana Desa 

42 Pembangunan Jamban 15 Unit 2017 Dana Desa 

43 
Lanjutan Pembangunan Jamban 

Komunal 15 Unit 
2017 Dana Desa 

44 Pembangunan MCK di TK. Mutiara 2017 APBD Provinsi 

45 
Pembangunan jalan Dusun Andalas 

Kompleks Arabi Nento 
2018 Dana Desa 

46 
Pembangunan Jalan Dusun Andalas 

Kompleks SMP N 4 Marisa 
2018 Dana Desa 

47 Pembangunan Jamban Masyarakat 2018 Dana Desa 

48 Lanjutan Jamban Komunal SLBM 2018 Dana Desa 

49 Rumah Sehat Komunal 2018 Dana Desa  

50 Pembangunan Septictank Komunal 2018 APBD 

51 
Pembangunan Jalan Pavin Blok 

Dusun Bina Karya 
2019 Dana Desa 

52 
Pembangunan Jalan Pavin Blok 

Dusun Kramat  
2019 Dana Desa 

53 Pembangunan Jamban 5 Unit 2019 Dana Desa 
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54 
Lanjutan Pembangunan Jamban 

Komunal 14 Unit 
2019 Dana Desa 

55 
Pengadaan Mercury Tenaga Listrik 

100 Unit 
2019 Dana Desa 

56 
Peningkatan Kualitas Rumah Layak 

Huni 3 Unit  
2019 Dana Desa 

57 
Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 20 Unit 
2019 APBD Propinsi 

58 
Bantuan Pembagunan Rumah 

Mahyani 5 Unit 
2019 APBD Propinsi 

59 
Bantuan Rehap Rumah (Dinas 

Sosial) 
2019 APBD Kabupaten 

60 
Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 20 Unit 
2020 APBD Propinsi 

61 Bantuan Rumah Swadaya 20 Unit 2020 APBD Kabupaten 

62 Pembangunan Jamban 5 Unit 2020 Dana Desa 

63 
Lanjutan Pembangunan Jamban 

Komunal 15 Unit 
2020 Dana Desa 

64 Plat Deker Dusun Kramat 2020 Dana Desa 

65 Pintu Klep Dusun Andalas 2020 Dana Desa 

Sumber : Kantor Desa Pohuwato tahun 2022 
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4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pohuwato. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi  
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    Tugas dan fungsi pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, sebagai berikut : 

 Kepala Desa 

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2. Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2 Kepala Desa 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, 

Penetapan Peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, 

dan ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat 

dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
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e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dengan lembaga 

lainnya 

 Sekretaris Desa 

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. 

2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang Administrasi 

Pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, 

Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-

menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, 

penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyediaan rapat, 

pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum. 

c. Melaksanakan urusan keuangan sperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya. 

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka 
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pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan. 

 Kepala Urusan  

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat 

2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi : 

a. Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, 

arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, 

penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyediaan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum. 

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 

keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 

administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 

Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya. 

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan 

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 
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desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan 

monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. 

 Kepala Seksi 

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana tekhnis. 

2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi : 

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen 

tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan 

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 

upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 

wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa. 

b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat 

dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 

motovasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan 

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
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 Kepala Wilayah 

1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan 

tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan 

tugasnya diwilayahnya. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas Kepala 

Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi : 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksaan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya. 

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyakarat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

        Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel 

Y, dalam hal ini variabel X1 adalah pengawasan dan variabel X2 adalah evaluasi 

kinerja sedangkan variabel terikat yaitu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu 

menghitung rentang skalanya.  Adapun hasilnya adalah : 

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = 1 x 30 = 30 
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Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden  = 5 x 30 = 150 

        Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :  

                              30 (5 – 1) 

Rentang Skala = ---------------- = 24 

                                    5 

Tabel 4.1.  

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden 

Range Kategori 

130 – 154 Sangat Baik 

105 – 129 Baik 

80 – 104 Kurang Baik 

55 – 79 Tidak Baik 

30 – 54 Sangat Tidak Baik 

              Sumber : Olahan Data 2022 
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4.2.1. Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X1)           

      Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan  

Alternatif Jawaban Responden Bobot 
X1.1 

Frekuensi Skor Persen 

Sangat Setuju 5 21 105 70 

Setuju 4 9 36 30 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 141 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan pada item X1.1 diperoleh tanggapan 

responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan 

skor 105, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, 

sehingga total skor item X1.1 adalah sebesar 141. Hal ini masuk dalam kategori 

sangat baik. 
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Tabel 4.3. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X1.2 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 10 50 33 

Setuju 4 20 80 67 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 130 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Untuk pernyataan pada item X1.2 diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 

responden atau 33% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 20 

responden atau 67% yang menjawab setuju dengan skor 80, sehingga total skor item 

X1.2 adalah sebesar 130. Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Tabel 4.4. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X1.3 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 13 65 43 
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Setuju 4 17 68 57 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 133 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Untuk pernyataan pada item X1.3 diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 

responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 17 

responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68, sehingga total skor item 

X1.3 adalah sebesar 130. Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Tabel 4.5. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X1.4 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 11 55 37 

Setuju 4 18 72 60 

Kurang Setuju 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 130 100 

Sumber : Olahan Data 2022 
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        Untuk pernyataan pada item X1.4 diperoleh tanggapan responden sebanyak 1 

responden atau 37% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 18 

responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 72 dan 1 responden atau 3% 

yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item X1.4 adalah 

sebesar 130. Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Tabel 4.6. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X1.5 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 7 35 23 

Setuju 4 10 40 33 

Kurang Setuju 3 7 21 23 

Tidak Setuju 2 6 12 20 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 108 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Untuk pernyataan pada item X1.5 diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 

responden atau 23% yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 10 

responden atau 33% yang menjawab setuju dengan skor 40 dan 7 responden atau 23% 

yang menjawab kurang setuju dengan skor 21, sebanyak 6 responden atau 20% yang 
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menjawab tidak setuju dengan skor 12, sehingga total skor item X1.5 adalah sebesar 

108. Hal ini masuk dalam kategori baik. 

Tabel 4.7. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pengawasan 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X1.6 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 8 40 27 

Setuju 4 20 80 67 

Kurang Setuju 3 2 6 7 

Tidak Setuju 2 0 0 - 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 126 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Untuk pernyataan pada item X1.6 diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 

responden atau 27% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 20 

responden atau 61% yang menjawab setuju dengan skor 80, sebanyak 2 responden 

atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item X1.6 

adalah sebesar 126. Hal ini masuk dalam kategori baik. 
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4.2.2. Tanggapan Responden pada Variabel Evaluasi Kinerja (X2) 

      Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Evaluasi Kinerja 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X2.1 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 12 60 40 

Setuju 4 17 68 57 

Kurang Setuju 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 131 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan pada item X2.1 diperoleh       

tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju 

dengan skor 60, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 

68, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, 

sehingga total skor item X2.1 adalah sebesar 134. Hal ini masuk dalam kategori 

sangat baik. 
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Tabel 4.9. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Evaluasi Kinerja 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X2.2 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 15 75 50 

Setuju 4 14 56 47 

Kurang Setuju 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 134 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item X2.2 diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 

50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 14 responden atau 47% 

yang menjawab setuju dengan skor 56, sebanyak 1 responden atau 3% yang 

menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item X2.2 adalah sebesar 

134. Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 
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Tabel 4.10. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Evaluasi Kinerja 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X2.3 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 8 40 27 

Setuju 4 20 80 67 

Kurang Setuju 3 2 6 7 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 126 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item X2.3 diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 20 responden atau 67% yang 

menjawab setuju dengan skor 80, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab 

kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item X2.3 adalah sebesar 136. Hal 

ini masuk dalam kategori sangat baik. 

  



42 

 

Tabel 4.11. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Evaluasi Kinerja 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
X2.4 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 12 60 40 

Setuju 4 18 72 60 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 132 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item X2.4 diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 

40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 18 responden atau 60% 

yang menjawab setuju dengan skor 71, sehingga total skor item X2.4 adalah sebesar 

132. Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 
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4.2.3. Tanggapan Resp. Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD (Y) 

        Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12. Tanggapan Responden 

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y1 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 10 50 33 

Setuju 4 18 72 60 

Kurang Setuju 3 2 6 7 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 128 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan pada item Y.1 diperoleh       

tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab sangat setuju 

dengan skor 50, sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 

72, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, 

sehingga total skor item Y.1 adalah sebesar 128. Hal ini masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.13. Tanggapan Responden 

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y2 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 9 45 30 

Setuju 4 18 72 60 

Kurang Setuju 3 3 9 10 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 126 100 

        Sumber : Olahan Data 2022 

        Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan pada item Y.2 diperoleh       

tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab sangat setuju 

dengan skor 45, sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 

72, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, 

sehingga total skor item Y.2 adalah sebesar 126. Hal ini masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.14. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y3 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 14 70 47 

Setuju 4 16 64 53 

Kurang Setuju 3 0 0 - 

Tidak Setuju 2 0 0 - 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 134 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan pada item Y.3 diperoleh       

tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju 

dengan skor 70, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab setuju dengan skor 

64, sehingga total skor item Y.3 adalah sebesar 134. Hal ini masuk dalam kategori 

sangat baik. 

Tabel 4.15. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y4 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 10 50 33 
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Setuju 4 20 80 67 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 130 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item Y.4 diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 33% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 20 responden atau 67% yang 

menjawab setuju dengan skor 80, sehingga total skor item Y.4 adalah sebesar 122. 

Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Tabel 4.16. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y5 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 8 40 27 

Setuju 4 14 56 47 

Kurang Setuju 3 8 24 27 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 120 100 

Sumber : Olahan Data 2022 
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        Pada item Y.5 diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 14 responden atau 47% yang 

menjawab setuju dengan skor 56, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab 

kurang setuju dengan skor 24, sehingga total skor item Y.5 adalah sebesar 120. Hal 

ini masuk dalam kategori baik. 

Tabel 4.17. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y6 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 7 35 23 

Setuju 4 22 88 73 

Kurang Setuju 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 126 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item Y.6 diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 23% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 22 responden atau 73% yang 

menjawab setuju dengan skor 88, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab 

kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item Y.6 adalah sebesar 126. Hal ini 

masuk dalam kategori baik. 
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Tabel 4.18. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y7 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 13 65 43 

Setuju 4 17 68 57 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 133 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item Y.7 diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 17 responden atau 57% yang 

menjawab setuju dengan skor 68, sehingga total skor item Y.7 adalah sebesar 133. 

Hal ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Tabel 4.19. Tanggapan Responden  

pada Sub Variabel Pertanggungjawaban Pengelolaan KD 

Altenatif Jawaban Responden Bobot 
Y8 

Frekwensi Skor Persent 

Sangat Setuju 5 15 75 50 

Setuju 4 14 56 47 
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Kurang Setuju 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 30 134 100 

Sumber : Olahan Data 2022 

        Pada item Y.8 diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% 

yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 14 responden atau 47% yang 

menjawab setuju dengan skor 56, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab 

kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item Y.8 adalah sebesar 134. Hal ini 

masuk dalam kategori sangat baik. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Berganda 

        Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi 

apakah pengawasan dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap pertanggunjawaban 

pengelolaan  keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. 

Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari uji analisis 

regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.339 6.521  1.892 .069 

Pengawasan .397 .179 .358 2.220 .035 

Evaluasi 

Kinerja 
.680 .244 .449 2.783 .010 

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban    

Sumber : Olahan Data SPSS Tahun 2022 

        Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda Y = 

12,339 + 0,397X1 + 0,680X2 + €, dimana nilai constant 12,339 yang berarti jika 

variabel pengawasan dan evaluasi kinerja di asumsikan sama dengan 0, maka 

pertanggunjawaban keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato adalah sebesar 12,339.  

        Koefisien variabel pengawasan (b1) sebesar 0,397 yang bermakna bahwa 

perubahan variabel pengawasan (b1) akan di ikuti oleh perubahan pertanggunjawaban 

pengelolaan  keuangan desa di desa Pohuwato sebesar 0,397 dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. variabel evaluasi kinerja (b2) akan di ikuti oleh perubahan 

pertanggunjawaban pengelolaan  keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato sebesar  0,680 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.339 6.521  1.892 .069 

Pengawasan .397 .179 .358 2.220 .035 

Evaluasi 

Kinerja 
.680 .244 .449 2.783 .010 

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban    

Sumber : Olahan Data SPSS tahun 2022 

        Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai thitung sebesar 2,220. Yang berarti 

bahwa variabel pengawasan (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih 

kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,035 < 0,05). 

          Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai thitung sebesar 2,783. Yang berarti 

bahwa variabel evaluasi kinerja (b2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih 

kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,010 < 0,05).          
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4. Uji Statistik F (Uji Simultan) 

        Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk 

melihat pengaruh variabel pengawasan (b1), evaluasi kinerja (b2) terhadap 

pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 30 responden. Dalam penelitian ini 

menggunakan nilai signifikansi dengan taraf α = 5%.  

Tabel 4.22. Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.729 2 14.365 5.855 .008a 

Residual 66.237 27 2.453   

Total 94.967 29    

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Kinerja, Pengawasan   

b. Dependent Variable: Pertanggungjawaban    

Sumber : Olahan Data SPSS tahun 2022 

        Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F hitung sebesar 

5,855 > sig. sebesar 0,008 berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya hubungan 

antara pengawasan (b1) dan evaluasi kinerja (b2) terhadap pertanggunjawaban 

pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato sebesar 5,855 adalah signifikan. 
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5. Koefisien Determinasi (R²) 

        Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel pengawasan dan evaluasi kinerja 

terhadap pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato 

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, maka peneliti gunakan uji koefisien 

determinasi (R2) berikut ini. 

 

Tabel 4.23. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .550a .303 .251 1.566 

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Kinerja, Pengawasan 

Sumber : Olahan Data SPSS tahun 2022 

         Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r2) sebesar 0,303 

atau 30,3%. Yang berarti bahwa variabel pengawasan dan evaluasi kinerja dapat 

mempengaruhi pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato 

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 30,3%. Selain itu koefisien 

determinasi menjelaskan bahwa jika pengawasan dan evaluasi kinerja mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka pertanggunjawaban pengelolaan keuangan 
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         Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r2) sebesar 0,303 

atau 30,3%. Yang berarti bahwa variabel pengawasan dan evaluasi kinerja dapat 

mempengaruhi pertanggunjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Pohuwato 

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 30,3%. Selain itu koefisien 

determinasi menjelaskan bahwa jika pengawasan dan evaluasi kinerja mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka pertanggunjawaban pengelolaan keuangan 

 desa di desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 55%, 

sedangkan sisanya sebesar 45% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan   

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa;    

4. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

5. Evaluasi kinerja berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

6. Pengawasan dan evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

 

5.2. Saran-Saran 

        Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis 

akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato agar terus mempertahankan pengwasan dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa karena diperoleh hasil penelitian bahwa pengawasan 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato. Hal ini diperlukan agar supaya tidak ada penyelewengan atau 
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penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa mencapai tujuan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato agar dapat mempertahankan dan terus berbenah diri dalam 

mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangannya agar dapat dilakukan upaya-

upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.  

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat 

mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masi terdapat variabel lain selaian variabel 

tersebut diatas yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 

sebesar 45%, misalnya kualitas SDM, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, 

fungsi BPD dan sebagainya. 
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